PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1986
TENTANG

PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM

Menimbang : a.

Mengingat

01,

SAHAM BANK PEMBANGUNAN ASIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Bank Pembangunan Asia telah mengesahkan Resolusi-Resolusi
tentang Modal Awal, Kenaikan Khusus Modal Saham Negara Republik
Indonesia, Kenaikan Umum 1, I, dan Illl Modal Bank tersebut yang
dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Bank tersebut dalam
memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara anggotanya;
bahwa di samping Kenaikan Khusus Modal Saham Negara Republik
Indonesia, dalam rangka kenaikan-kenaikan umum tersebut, Negara
Republik Indonesia telah memperoleh pula peningkatan pemilikan modal
sahamnya.

bahwa pemilikan modal saham Negara Republik Indonesia dalam Bank
Pembangunan Asia pada dasarnya merupakan salah satu bentuk
pemisahan sebagian kekayaan Negara yang disertakan dalam modal
saham Bank tersebut dan perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Republik
Indonesia dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank)
(Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 35);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1966 tentang Keanggotaan
Negara Republik Indonosia di dalam Bank Pembangunan Asia (Asian
Development Bank) (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 37);
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan
Persetujuan Keanggotaan Republik Indonesia pada Bank Pembangunan
Asia (Asian Development Bank) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2893);
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